
ÓKEDAULATAN RAKYATÓ 

HALAMAN  6

SELASA PON, 4 OKTOBER 2022

( 8 MULUD 1956 )

KR - Sri Warsiti

Bimo menerjemahkan pesan informasi menggu-

nakan bahasa isyarat. 

Ditingkatkan Website Ramah Disabilitas
KLATEN (KR) - Dinas Kominfo Kabupaten Klaten terus

berupaya agar Portal informasi Pemerintah Kabupaten

Klaten melalui website layanan informasi ppid.klaten.go.id

lebih ramah disabilitas.

Kepala Dinas Kominfo Klaten, Amin Mustofa, didam-

pingi Sub Koordinator Layanan Informasi dan Statistik,

Joko Priyono, Senin (3/10) mengatakan, kini tata kelola

website terkait penyebarluasan informasi bagi Pemkab

Klaten terus dibenahi. Lewat sentuhan Filipus  Bimo Dwi

Hutomo atau akrab disapa Kak Bimo, penyebarluasan in-

formasi publik pemerintah bisa lebih mudah diakses untuk

kalangan tuna rungu dan tuna wicara.

Selain terus memperbaiki desain website agar semakin

bagus, konten pesan khususnya terkait layanan informasi

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

bakal lebih ramah disabilitas. ÒTata desain dan website

yang ramah disabilitas jadi perhatian pemerintah. Kami

berharap website Pemkab Klaten bisa lebih banyak diak-

ses berbagai kalangan, termasuk teman-teman disabili-

tas. Semoga langkah ini lebih bermanfaat bagi warga,Ó ka-

ta Amin Mustofa.

Terkait hal tersebut, Bimo mengatakan, ia diundang

Dinas Kominfo (Komunikasi dan Informatika) untuk mem-

bantu menerjemahkan pesan-pesan informasi melalui

website.  Terutama mekanisme terkait permohonan infor-

masi publik. ÓIni tantangan bagi saya, apalagi harus di-

dokumentasikan lewat video,Ó kata Kak Bimo di sela-sela

pengambilan gambar video di ruang Dinas Kominfo.

Pemuda yang tinggal di Jomboran, Klaten Tengah,

Klaten,  dan masih menyelesaikan studi di Universitas

Widya Dharma Klaten  itu mengatakan belajar outodidak

untuk menjadi penerjemah bahasa isyarat. Dia mengaku

belajar bahasa isyarat tersebut dari teman - teman komuni-

tas disabilitas. 

ÒSaya sebetulnya mahasiswa seni. Menerjemahkan ba-

hasa secara langsung itu berbeda dibandingkan jika sudah

ada skrip atau narasinya.  Kendala utama untuk teman tu-

narungu dan tunawicara adalah koleksi kosakata mereka

yang terbatas. Kalau ada narasi awal, kami bisa memilih pe-

san yang lebih tepat,Ó tutur Kak Bimo. (Sit)-d

SOLO (KR) - Alumni

dan mahasiswa S2 dan S3

Prodi Pemberdayaan Ma-

syarakat UNS Surakarta

melakukan ‘Ngobrol Ba-

reng Pemberdayaan Ma-

syarakat’ (Ngopi Darat) di

Tawangmangu Solo. Ke-

giatan berlangsung sela-

ma dua hari, Jumat (30/9)

dan Sabtu (1/10), memba-

has perkembangan prodi

Pemberdayaan

Masyarakat.

Ketua Prodi Dr Sapja

Anantanyu MSi mengung-

kapkan perkembangan

prodi yang sangat luar bia-

sa. Ditandai dengan ada-

nya sejumlah institusi per-

guruan tinggi di Indonesia

yang membuka dan me-

ngembangkan prodi seru-

pa. Dr Sapja mengakui,

pelaksanaan proses pem-

belajaran prodi pada masa

pandemi Covid-19 sempat

mengalami beberapa

kendala. Di antaranya ma-

hasiswa tidak mengenal

satu sama lain dikare-

nakan interaksi pembela-

jaran dilakukan secara

daring. Ia menegaskan,

nomenklatur jurusan

mengalami perubahan

dari waktu ke waktu, na-

mun esensinya tetap

sama. (No)-d

’Ngopi Darat’ Bahas Pemberdayaan Masyarakat 

KR-Istimewa

Para peserta ‘Ngopi Darat’ Prodi Pemberdayaan

Masyarakat UNS Surakarta. 

GROBOGAN (KR) -

Badan Pembentukan Per-

aturan Daerah (Bapem-

perda) DPRD Grobogan,

Jumat (30/9), menggelar

rapat dengar pendapat

umum (public hearing) de-

ngan sejumlah elemen ma-

syarakat dalam rangka

menyusun Raperda inisi-

atif DPRD tentang Fasili-

tasi Penyelenggaraan Pe-

santren, dan Raperda

Penanggulangan Penyakit

Menular

Rapat dipimpin Ketua

Bapemperda DPRD Gro-

bogan Hj Lusi Indah Artani

SE, dengan mengundang

jajaran OPD terkait, be-

berapa organisasi masyara-

kat, tokoh masyarakat, dan

tim Kemenkumham seba-

gai pemapar untuk menje-

laskan dasar hukum dan

materinya. Tampak hadir

Ketua dan para Wakil Ke-

tua DPRD, pimpinan dan

anggota Bapemperda. Me-

nurut Lusi Indah Artani,

tujuan public hearing un-

tuk menghimpun pemikir-

an masyarakat dalam ben-

tuk masukan baik lisan

maupun tertulis guna ke-

sempurnaan dua Raperda

yang sedang disusun.

“Tujuannya agar dua

Perda yang dihasilkan nan-

ti sesuai dengan aspirasi

dan dapat mengakomodir

kepentingan masyarakat

dan tidak bertentangan de-

ngan peraturan perun-

dang-undangan. Sehingga

nanti setelah ditetapkan

menjadi Perda mendapat

dukungan penuh dari ma-

syarakat,” harap politisi

PDIP ini.

Lusi Indah menguraikan

latar belakang penyusunan

kedua draf Raperda terse-

but. Disebutkan, pesantren

sebagai  suatu  lembaga

pendidikan keagamaan

mengajarkan, mengem-

bangkan dan menyebarkan

ilmu agama Islam. Ilmu-il-

mu agama dipahami seba-

gai pedoman hidup (tafa-

qquh fi al-din) yang mene-

kankan pentingnya moral

dalam bermasyarakat. Da-

lam pola hidup pesantren

yang terpenting bukan ha-

nya pelajarannya, melain-

kan juga jiwanya. Pesan-

tren sangat memperhati-

kan pembinaan kepribadi-

an melalui penanaman

akhlak dalam tingkah laku.

“Sebagai  lembaga  ke-

agamaan  dan  pendidikan,

pesantren juga berkem-

bang menjadi lembaga

sosial kemasyarakatan me-

lalui inovasi-inovasi yang

dilakukannya. Sebagai lo-

cal community organiza-

tion yang memiliki penga-

ruh kuat di masyarakat,

perlu adanya pemahaman

bagi segenap warga bangsa

bahwa kedudukan pesan-

tren bukan hanya dalam

fungsi pendidikan, namun

juga dalam fungsi dakwah

dan pemberdayaan masya-

rakat sebagaimana dijelas-

kan dalam Pasal 4 Undang-

undang Nomor 18 Tahun

2019 tentang Pesantren,”

terang Lusi Indah.

Untuk itu dalam menja-

lankan fungsi pendidikan,

dakwah,   dan  fungsi  pem-

berdayaan masyarakat me-

merlukan dukungan regu-

lasi di tingkat daerah. Me-

lalui Perda tentang Fasili-

tasi Penyelenggaraan Pe-

santren diharapkan pe-

nyelenggaraan pesantren

dapat terlaksana secara

menyeluruh dan memberi-

kan manfaat bagi masyara-

kat Kabupaten Grobogan.

Sedangkan latar bela-

kang penyusuan draf

Raperda Tentang Penang-

gulangan Penyakit Menu-

lar, Lusi menjelaskan, bah-

wa kesehatan adalah ke-

adaan sehat, baik secara

fisik, mental, spiritual

maupun  sosial  yang  me-

mungkinkan  setiap orang

untuk hidup produktif se-

cara sosial dan ekonomis.

Derajat kesejahteraan ma-

syarakat yang merupakan

hak asasi manusia, dapat

diketahui dari angka kesa-

kitan, kecacatan dan angka

kematian akibat penyakit,

sehingga dalam rangka

mewujudkan masyarakat

yang sehat dan sejahtera

diperlukan upaya penang-

gulangan secara terpadu,

menyeluruh dan berkesi-

nambungan.

“Sehubungan dengan hal

tersebut, pembentukan

Peraturan Daerah ini mem-

punyai alasan kuat untuk

diwujudkan. Peraturan

Daerah ini menetapkan

dan   mengatur penanggu-

langan penyakit menular di

Kabupaten Grobogan. Hal

yang   ditetapkan adalah

penyakit yang  harus  dice-

gah  dan ditanggulangi,” je-

las Lusi Indah.          (Tas)-d

Public Hearing Dua Raperda, Salah Satunya Tentang Penyelenggaraan Pesantren

KR-M Taslim

Rapat dengar pendapat umum Bapemperda

DPRD Grobogan dalam rangka menyusunan

Raperda Penyelenggaraan Pesantren, dan

Penanggulangan Penyakit Menular. 
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